
Mengingat

BUPATI BALANGAN,
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor : P.30jMENHUT-IIj2012
tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal
dari hutan hak, dalam Pasal 2 ayat (2)menyatakan
bahwa pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan
pada hutan hak tidak perlu izm
penebanganj pemungutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, per1u membentuk
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin
Pemanfaatan Kayu Rakyat;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4401);

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATENBALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2013

BUPATIBALANGAN

\.



7, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

8, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 44), sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18);

Nomor
Pedoman

Kehutanan
tentang

5. Peraturan Menteri
P,26/Menhut-II/2005
Pemanfaatan Hutan Hak;

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.30jMENHUT-IIj2012 tentang Penataan Hasil
Hutan yang Berasal dari Hutan Hak;

3, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4453);
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LEMBARANDAERAHKABUPATENBALANGANTAHUN2013 NOMOR16
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Ditetapkan di Paringin
tpada tanggatl 23 September 2013

,BUP~TI~ALANGAN~

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan.

Pasal2

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu
Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 12)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG IZINPEMANFAATAN KAYU RAKYAT.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

BUPATIBALANGAN

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Dengan Persetujuan Bersama
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